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CABANG PAYAKUMBUH
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ABSTRAK

Akhir-akhir ini dunia perbankan di Indoncsia mengalami perkembangan
pesat, Kondist ini menimbulkan persaingan yang ketat di antara bank-bank vang
ada. [N antara persaingan ketat dunia perbankan terscbut ada beberapa bank
pemerintah danfatay swasta yang dipercaya pemerintah menjadi Bank Penerima
Setoran Biaya Penyelenggaraan Tbadah Haji (BPS BPIH). Ini berdasarkan
ketentuan pasal 10 avat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Thadah Haji yang menyatakan “Pembavaran BPIH dilakukan
kepada rekening Menteri melalui bank-bank pemerintah danfatau swasta yang
ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia™,
Salah satu dan BPS BPIH terscbul adalah PT. Bank BRI {Persere). Perumusan
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana bentuk pengaturan
pengelolaan dana tabungan haji pada PT, Bank BRI (Persero), Thk cabang
payakumbuh, bagmimana pelaksanasan penpgelolaan dana tabungan haji pada PT.
Bank BRI {Persero), Thk cabang Payakumbub, seria apa sajakah kendala-kendala
vang dihadapi oleh PT, Bank BRI (Persero), Thk cabang Payvakumbuh dalam
pengelolaan dana tabungan haji serta upaya penyelesaiannya. Metode penelitian
vang digunakan adalah pendekatan masalah secarn yuridis sostologis. Data yang
dikumpulkan berupa data prmer dan data  sckunder. Sedanpkan teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. [ata
vang diperoleh diolah melalui proses editfing, kemudian dianalisis secam
kualitatif berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta pendapat para
ahli. Pengelolaan dana tabungan haji dilakukan oleh BPS BPIH vang telah
ditunjuk oleh pemerintab. Dalam penjalankan perannya, BPS BPIH hams
mematuhl kelentuan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Dirjen
Bimas lslam dan Penyelenggaraan Haji MNo. I3 / [63 / 2004 tentang Sistem
Pendafiaran Haji. Dana yang dihiropun BPS BPIH melalui tabungan haji dapat
dunvestasikan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk membayar BPIH, Karena
itu, BP'S BPIH sebaiknya diberi waktu lebih lama umuk mengelola dana tabungan
baji. Hal ini diharapkan tidak hanys menguntungkan bank secara finansial, tetapi
Juga bermanfaat bagl nasabah/calon jemaah haji.



BAB I
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga kevangan yang memiliki peran penting dan
strategis dalam perckonomian suatu negara, yaitu dalam lalu lintas pembayaman
dan penyediaan dana untuk pembizyaan pembangunan. Secara tradisional
dinyatakan bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank sebagai penghimpun dan
penyalur dana pada masyarakat ini dapat ditemukan dalam numusan definisi bank
yang dimuat dalam Pasal | angka (2) Undang-Undang No, 7 Tahun 1992 vang
telah di ubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.
vang selamuinya discbut UL Perbankan yang menvatakan “Bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam  bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atan bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak™.

Dalam menjalankan vsaha pokoknya berupa menghimpun dana yang
(sementara) tidak diperlukan untuk kemuodian menyvalurkan kembali dana tersebut
kepads masyarakat sudah barang tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana
vang lerdapat dalam berbagai lapisan masyarakat dalam bentuk vang herbeda-
beda pula. Secara umum sumber dana bagi sebuah bank ada tipa. vaito -

a.  Dana yang bersumber dari bank sendive, yanu dan berbentuk modal setor
vang berasal dari para pemepgang sabam dan cadanpan-cadangan serta
keuntungan bank vang belum dibagikan kepads pars pemegang saham

b Dany yang berasal darl masvarakat. vaitu dana vang berasal dari simpanan
masyvarakal vanyg herbentuk giro, deposite. dan tabunean



. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank AlALpT
non bank, Dana ini umumnya diperoleh bank dalam benmuk pinjaman.
misalnva, Kredit Likuiditas Bank Indonesia’.

Simpanan sebagaimana divratkan dalam pasal 1 angka 3 UL Perbankan
diartikan  sebagai dana  yang dipercayakan oleh masvarakat kepada  bank
berdasarkan perjanjian penvimpanan dana dalam hentuk Giro, Deposita, Sertifikat
Deposito, tabungan danfatan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari
peremusan Pasal 1 angka 5 UL Perbankan tersebut dapat diketahui buhwa salah
satu bentuk simpanan masyarakat adalab tabungan. Menurut Pasal 1 angka 9 UU
Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
menurut syaral lertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,
bilyer pire. danfatae alal lainmya vang dipersamakan dengan 1w, Kepada
nasabahnya akan diberikan ataw menerima buku tabungan sehagai bukti 1elah
menyimpan dananya dalam bentuk tabungan, Ketentuan vang mengatur hubungan
lwukum antara bank dan nasabah penabung ini biasanya tercantum pada halaman
terakhir dari buku tabungan.

Akhir-akhir ini, dunia perbunkan di Indonesia mengalami perkembangan
vang pesal. salah salsh satunva ditandai dengan semakin banvaknva bank-hank
barwe. Kondist ini tenta menimbulkan persaingan ketat bagt dunia perbankan. Ih
antara persaingan ketat dunia perbankan terscbut ada bcherapa bank vang
mendapar kepercavaan dard pererintah sebagsi Bank Penerima Setoran Biava
Penvelenpgarnan Thadah Haji (B3PS BPIHL seperti PT. Bank BRI (Persera), Thi,

Sebagal salabh san BPS BPIH PT. Bank BRI iMersere), Thk  berhak

" Themns Suvatnodkk, 2003, Kelomdhopman Perbartan, BT Gramedia, lakta, bim 33



menyelengparakan layanan penerimaan setoran BPIH dengan mengeluarkan
produk perbankan berupa tabungan baji BRI di setiap kantor cabangnya di selurub
Indonesia sepeni di PT, Bank BRI (Persers), Thk cabang Payakumbuh.

Dalam  penjelasan  Undang-undang MNomor 17 fghun 1999 lentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dinvatakan bahwa penvelenzparasn ibadah haji
merupakan ugas nasional karena disamping menvangkut kesejahteraan lahir
bathin juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di Tuar negeri,
khususnva di Arab Saudi. Karena iiu penvelenggaraan ibadah haji memerlukan
manajemen yang baik agar tentib, aman. dan Jancar. Oleh karena itu, sudah
sewajarnva  jika penyelenggaraan ibadah  haji  melibatkan banvak instansi
pemenntah,  diantaranva Departemen  Agama, Departeman Dalam MNeger,
Departemen Luar negerd, Departeman Pertabanan dan Keamunan. Dlepartemen
Hukum dan HAM, dan Depanemen Keuangan.

B.cterlibatan Departemen Keuangan dalam penyelenggaran ibaduh hagi
terlibat dalam kegiatan beberapa bank vang dipercava sehagai BPS BRI BPS
BPIH yang telah ditetapkan oleh pemerintah berhak menerima penyetoran BPIH
dengan menvelengparakan  lavanan  perbankan  berupa tabunpan  haji.  Int
berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 Pasal 10
(ayat) | vang menyatakan "Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri
melalui bank-bank Pemerintah danfatau swasta vang ditunjuk oleh Menter] setelsh
mendapal pertimbangan Gubernur Bank Indonesia™, Selanjutnya bank-bank vang
ditunjuk menjauli BPS BPIH akan menandatangani surat perjaniian kerjasama

antara Depariemen Agama dengan BPS BPIH dalam pencrimaan setaran BPIH.



Kepercayaan terhadap PT. Bank BRI (Persero). Thk untuk menjadi salah satu
BPS BPIH ditandai dengan pembukaan rekening Menteri Agama Fepublik
Indonesia di PT. Bank BRI (Persero). Thk cabang Cut Mutia Jakarta dengan
nomor rekening 31T.46-48000)

Untuk memudabkan  nasabah  dalam  melakoukan  penvetoran  BPIH
sekalipus membantu kelancaran penyelenggaraan ibadsh haji. PI. Bank BRI
membuka layanan tabungan haji BRI di setiap kantor cabang BRI di seluruh
wilavah Indonesia, termasuk di FT. Bank BRI (Persero). Thk cabang Pavakumbuh,
Fabungan bajl BRI ind memberikean banvak manfaat kepada nasabah, diantaranva
membantu meringankan penviapan dana untuk menunaikan ibadah haji serta
mempermudah pasabah dalam memperoleh nomor porsi bagi karena PT. BRI
(Persern), Thk ini tersambung secara on five dengan Sistem Komputerizasi Haji
Terpadu (SISKOHAT) di Departemen Apama Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 3 {ayat) 2 Keputusan Direktur Jendral Bimbingan
Masyarakat lslam dan Penyelengparaan Haji No. D /163 wahun 2004 tentang
sistem Pendafiaran Haji dinvatakan “jumlah tabungan untuk memperoleh nomor
porsi haji adalah schesar Rp 20.000.000,-7, Olch sebab it setelah nilai tabungan
nasabah  mencapai Rp20000000- PT. Bank BRI (Persero). Thk cabang
Payakumbub harus segera mentranster uang tersebut ke rekening Menteri Agama
sehaligus mendafiarkan nasshah tersebut ke SISKOHAT di Departemen Azanma,
Mazabah yang telah didaliarkan ke SISKOHAT berarii telah memperleh nomor

parst haji, selanjulnyva pelusazan BPIN akao dilakukan welale BPS oY ViR



un

menerima tabungan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden temlang Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun bersangkutan,

Penvelenggaraan ibadah haji dengan sistem porsi terbuka sepanjang tahun
inl lebih memberikan jaminan kepada nasabab untuk memperoleh nomor porsi
haji, namun di sisi lain kesempatan PT. Bank BRI (Persero), Thk cabang
Payakumbuh uniuk mengelola dana tabungan haji sangat kecil karena setelah
tabungan nasabah bemnilai Rp.20.000,000,- harus segera ditransfer ke rekening
Menten Agama. Akibatnva, BPS BFIH belum bisa memanfastkan potensi besar
dari  penvelenggaraan hagi  lersebul, Kondisi inl sangat  berbeds  dengan
pengelolaan dana baji di Malaysia melalui Lembaga Uruzan dan Tabungan Haiji
{(LUTH). Lembaga ini adalab lembaga lavanan sosial yang mampu menjadi
kekuatan ekonomi umat, Lembaga inl tidak sekedar memiliki depanemen
pelayanan haji. letapi juga memiliki departemen pengembangan investasi yvang
menjangkau hingga investasi ke loar negeri sehiogea dapat memberikan banyak
keuntungan®, Jiks pengelolaan dana haii sepertl inl dapat diterapkan oleh BPS
BPIH & Indonesia maka keuntungan vang diperoleh dart pengelolaan dima
tersebut dapat dimikmatt oleh nasabah atau calon jemasab hajl dalam bentuk
subsidi BPIH.

Berdasarkan uralan di atas. maka P'enuvlis tertack untuk menpadakan
penelitian pada PT, Bank BRI (Persero) Thk Cabang Payakumbub kemudian

mierangkum hasil penehtian tersebut dalam tulisan berbentuk skeips: vang diben

TAL ML S Lehih Kok Denpae Lembase Tibeng i, Haran Bepublika, 2 Juli 2007,



judul ™ Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada PT. Bank Rakyat Indonesia

{Persero), Thk Cabang Payakumbuh™

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan vralan latar DBelakang vang telab diuraikan di atas, maka

dirumuskan beberapa masalah vang akan diteliti melaloi penelitian hukum ini,

vaitu

1.

[

Lad

Bagaimana bentuk pengaturan pengelolaan danag tabungan haji pada PT.
Bank BRI {Persero). Thk cabang Payakumbuh?

Bagaimana pelaksanaan pengelolaan duna tabungan haji pada Pr Bank
BRI (Persera). Thk cabang Pavakumbuh?

Apa sajakah kendala-kendala vang dihadapi oleh PT. Bank BRI (Perseral,
Tbk cabang Pavakumbuh dalam penpelolaan dana tabungan haji dan

bagaimana upava penvelessiannya?
! fraked e h

C. Tujuan Penelitian

Sesudl dengan perumusan masalah. maka twjuan penelitian ind adalah -

i

Untuk mengetabui bentuk pengaturan penpelolaan dana tabungan haji
pada I, Bank BRI [Persero), Thk cabang Pavakumbuh

Untuk mengetzhui pelaksanaan pengelolaan dana abungan haji pada PT,
Bank BRI {Perserol. Thk cabang Pavakumbuh

Untuk mengetahui kendala-kendala vang dihadapi oleh PT. Bank BRI
(Fersero), Tbk cabang Pavakombuh dalam pengelolaan dana tabungan hajs

dan baganmana upava penyelesaiannya



BAR III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Pengaturan Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada PT. Bank
BRI (Persera), Thk Cabang Payakumbuh

Ibadah haji merupakan rukun islam kelima vang wajib dilaksanakan oleh
wmat slam yvang memenuhi kriteria istitha’ah, antara lain mampu secara materi,
fisik, dan mental. Bagi bangsa Indonesia. penyelenggaraan ibadah haji merupakan
tugas nasional karena menyangkw kescjahteraan lahir bathin jemaah haji Juga
menyangkul nama baik dan martabat bangsa indonesia di luar negeri, khususnya
di Arab Saudi, Mengingat pelaksanaannya bersilat massal dan berlangsung dalam
jangka wakio yang terbatas, penyvelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen
vang baik apar tertib, aman, dan lancar,

Feningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah
hajt divpayakan melalul penyempurnasn sistem dan manajemen penyelenggaraan
ibadaby haji. Penyempurnaan sistem dan manajemen fersebut dimaksudkan
agarcalon jemanh hajifemash haji lebib siap dan mandin dalam menunaikan
ibadah haji sesual dengan tuntman agama agar diperoleh haji mabror, Upaya
peningkatan dan penvempurnaan tersebul dilaksanakan dar tmhun ke whun apr
tidak terulang kesalahan dan‘atau kekurangan vang terjadi pada masa-masa
sebelumnya,

Agar tercapainyi maksud tersebut, diperfukan suasana yang kondusif bags
wirga negara yang akan melaksanakan ibadah baji, Suasana kondusil tersebut

dapat dicapai apabila pihak penvelenggara ihadah haji mampu memberikan

e



BAB IV

PENUTUP

A, HKesimpulan

Berdasarkan hasil pembabasan vang telab dikemukakan di oatas, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

I

Ibadah haji merupakan prosesi tahunan vang melibatkan jutaan kaum
muslim darl berbagai penjuru dunia, Penyelenggaraan haji tidak hanya
bernilai ibadah, tetapi lebih dari i, penyelenggaraan ibadah haji telah
menggerakkan berbagai sektor kehidupan manusia, leomasuk sskior
perckonomian dan  bisnis. Setiap  tahunnyva, trilyunan cupiab dana
terhimpun dari setoran BPIH vang disetorkan calon jemazh haji melalui
tabungan haji pada DPS BPIH, Olch karena juwi, pengelelaan dan
atabungan haji ini di ator di dalam UL No. 17 @abun 19999 tentang
penyelengearaan [ladah hapn dan Keputusan DIRjen Bimas [slam dan
Penyelenggaraan haji No. 13/ 163 7 2004 temang Sistem pendaftaran haji.
Penpaturan ini sangat diperlukan guna memberikan jaminan perolehan
pors dan Rearmanan diana BPIH vang welah disetorkan nasabal.

Tabungan haji BRI diperuntukkan bagi nasabah vang ingin menunaikan
ibadah haji. Sebelum menjadi nasabah tabungan baji sescoranp terlebih
dahulu harus memperoleh nomor SPPH dari  Departemen  Apama
kabupatenkota & dacrahnva. Menurut Pasal 3 ayat (2) Keputusan
Direkiur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji

Nomor DAG63Z2004 “jumlah tabungan wntuk memperolel porsi sebesar

59
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RP.20.000.000,-, Artinya, setelah tabungan haji mencapai Rp.20.000.000,-
harus segera ditransfer ke rekening Menteri Apama agar nasabah tersebut
dapat memperoleh nomor porsi baji. Sedanpgkan pelunasan BPIH baru
dibayarkan pada BPS BPIH sctelah dikeluarkannya Peraturan Presiden

tentang Biaya Penyelengparsan Ibadah Haji pada tahun berjalan.

i. Sebapaimana diatur di dalam Keputusan Direkiur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/163/2004 tentang
Sistem Pendaftaran Haji, penyelenggaraan Tbadah Haji dilakukan denpan
porsi terbuka sepanjang tabun scdangkan penyetoran BPIH dilakukan
dengan sistem tabungan terbuka sepanjang tahun, i satu sisi sistem ind
lebibh memberikan jaminan kepada nasubah/calon jemaah haji untuk
memperaleh nomor porsi haji, namun di sisi lain ini merupakan kendala
bagi BFS BPIH karena tabungan haii nasabah hanya numpang lewat dan
tidak bisa mengendap dalam waktu lama pada BPS BPIH. Artinya
kesempatan BPS BPIH untuk mengivestasikan dana tersebut sangat kecil.
Padahal, jika dana tersebut dapat diinvestasikan untuk kegiatan usaha
produktif maka diharapkan tidak hanya akan menguntungkan bank secara

finansial, tetapi juga bermanfaat bagi nasabah.
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B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnva, maka

Penulis menyampatkan beberapa saran, antara lain ;

k-2

1ad

Layanan tabungan baji BR] sebaiknya tidak hanya dibuka di selisp kantor
cabang PT. Bank BRI {Persero), Thk tetapi juga di kantor-kantor unit BRI
ii setiap dacrah agar memudahkan nasabah atau calon jemazh haji dalam
menvetorkan BPIH

BPs BPIH bersama-sama Kantor Departeman Agama Kota/Kabupsten
harus melakukan kerjasama dan koordinasi dengan  sebaik-baiknyva,
memaga‘menciptakan kelancaran dan ketertiban pendalaran ! penyetoran
BFIH serta menghindari terjadinva penumpukan antrian (crondid) pada
saat pendaftaran

Agpar  Bisyva  Penyelenggarsan  [badah  Hajp (BPIH)  tidak  dirasa
memberatkan, sebaiknya seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji
segera menyiapkan dana melalui tabungan haji

BPS BPIH schatknya diberi wakin vang lama wntuk mengelola dang
tabungan  hap karena  disamping dapat menguntungkan bank  secara
finansial, hasil pengelolaan dana whungan haji tersebul juga dapat

dinikmati nasabah. misalova dalam bentuk subsidi B
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